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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan 

pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. 

Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan 

daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati 

selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang 

dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. 

 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan 

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus 

kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan 

Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, 

transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan 

disusun untuk:  

1. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 

2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019; 

2. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 

daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten 

Buleleng; 

3. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan 

dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas 

pengendalian atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana; 

4. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan 
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5. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi 

yang penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. 

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah: 

1. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;  

2. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya, dengan cara: 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah; 

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

ekonomi; 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan 

memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi 

mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, 

ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 

 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 

Tahun 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024. Catatan atas Laporan 

Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca luas 

sehingga laporan yang disampaikan bersifat informatif dan dapat memfasilitasi upaya 

untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber 

daya. 

Informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah 

disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran dan posisi keuangan selaku entitas pelaporan 

dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah 

sebagai entitas akuntansi sehingga seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah 

dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta telah berupaya secara maksimal memenuhi 

acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dan 

perbaikan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buleleng menuju ke arah transparansi 

dan akuntabilitasnya. 

Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 

atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini 

mudah-mudahan pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan ditetapkan tepat waktu 

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

 

 

 

 BUPATI BULELENG 

  

           

            

I NYOMAN SUTJIDRA 


